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' :Reformam peradﬂan periu dlkawal oleh para hakim acrunfI yane 1ef0rrms Oleh karena it maka L
seorang hakim . agung halusiah benar-benar mennhkl kuahtas ‘yang sanvat baik. Putusan
Mahkamah - Konstitusi No.27/PUU-X1/2013 dalam perkala Pengujian - Undang-Undang
Mahkamah Aguntr Undang Undanfr Komm Yudisial menjadi harapan terwujudnya mekanisme
rekrutmen yang Jlebih baik tanpa mterven51 lembaca politik. Tulisan ini akan membahas
bagaimana sistem reklutmen hakim agung pasca putus&n Ma‘nkamah Konstitusi No.27/PUU-
X1/2013; bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hakim yang dipilih pasca putusan
Mahkamah_Konstlt_uﬁ No.27/PUU-X1/2013 dapat berperan sebagai pelopor reformasi peradilan;
serta bagaimana agar proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak terhadang
intervensi politik Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif
maka dapat disimputkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-
X1/2013 peran Komisi Yudisial menyeleksi hakim agung kembali menguat tanpa terganggu
intervensi politik. Peran ini perlu didukung oleh sebuah sistem yang terbangun mulai level
pendidikan hingga teknis perekrutan oleh Komisi Yudisial. Dalam membangun sistem ini perla
membuat sebuah standar dengan melibatkan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi melakukan double test yang dapat
menghasilkan standar ganda. Untuk memperkuat sistem ini Komisi Yudisial perlu melakukan
kerja sama dengan lembaga pendidikan hukum agar dapat memantau sejak dini orang-orang
yang layak secara moral maupun intelektual menjadi calon hakim atau hakim agung. Komisi
Yudisial juga perlu:membangun sistem pemilihan hakim agung vang terbuka dan’ lebih
memungkinkan kemudahan partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalamnya’ dengan
pemanfaatan teknologi informasi.
Kata kunci: hakim agung, komisi yudisial, pendidikan, terbuka, partisipasi, informasi

ABSTRACT
Judiciary reformation should have guarded by reformist judges. Therefore Judges should have
good quality and integrity. The verdict of Constitutional Court No.27/PUU-XI/2013 open the
opportunity to make a better recruitment system of Supreme Court Judge. This paper describe
recruitment system of Supreme Court Judge after The verdict of Constitutional Court
No.2//PUU-XI/2013; explain the efforts how Supreme Court Judge could be Pioneer
OfludicialReform; and attemp to formulate how the selection processconducted by the Judicial
Commissionis notblocked by political intervention of Parliament. By juridis normative approach,
it could be conclude thatafter the verdict of Constitutional Court No.27/PUU-XI/2013
empowering Judicial Commission to select Supreme Court Judge without political intervention.
This authority should be support by integrated system from education to recruitment mechanism.
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A Pendahuluan SRR seharusnya adalah “orang pilihan dari

e -Dalam . doktrin hukum be1kembang
ang apan bahwa ‘hakim adaIah wakil :
©° 'Tuhan di dunia’Doktrin inilah yang
. kemudian menjadi dasar mengapa putusan

-hahm se]alu dimulai dengan irah-irah

 - “Demi Keadilan Berdasa]kan Ketuhanan

- yang Maha Fsa”. Dengan doktrin ini pula

" hakim bisa dlbendrkan menjatuhkan vonis

mati kepada teldakwa kejahatan berat atau
~ lawan  politik penguasa bisa - mem-
' “bangkrutkan orang dan perusahaan, bisa
mematikan hak perdata seseorang, bisa
‘menjadikan orang kehilangan pekerjaan,
‘bisa mencerai-beraikan keluarga, dan
sederet 'wewenang “tidak manusiawl’
yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan,
profesi, dan fungsi apapun. Di sinilah
diletakkan prnsip Lex Talionis (prinsip
pembalasan).” Prinsip imi terdini dari dua
kombinasi kata yang bukan saja terdengar
janggal  secara’, konseptual, = namun
sekaligus mengerikan Karena memberi
alas pembenaran secara universal bagi
suatu perilaku yang lazimnya dicela, yakmi
“kekerasan etis”. Lex talionishanya boleh
dilakukan setelah ada proses pengadilan
yang adil. Dengan peran yang sedemikian
penting maka seorang hakim agung
haruslah benar-benar orang pilihan dengan
kualitas yang sangat baik.

Hakim yang paling baik dan adi
tentulah hanya Tuhan. Namuon demikian,
terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap
terdapat kriteria ideal untuk menjadi
seorang hakim yang baik, yaitu
berwawasan luas, mendalami ilmu hukum,
adil, dan mandiri, dan “bersih”. Hakim

'_-"putra-putn terbaik, yang 'dididik melalui . -
" proses pendidikan yang eksfra-ketat dan . -

‘berkelas unggulan dan yang terus diasah
“untuk mempertajam keahlian. Hakim juga -

wajib digodok pengalaman multidimensi

- di beragam lapangan serta menjalani
proses ‘rohaniah terus menerus untuk

menjadi pribadi dengan integritas yang
tidak bisa digoda dengan apapun juga,
baik harta, kekuasaan, maupun
kenikmatan duniawi lainnya. Hakim juga
diharapkan selalu mengasah kebijakan,
kearifan, serta insting keadilannya untuk
menjadikannya tetap peka di  dalam
memutus - setiap pelkara Kualifikasi ini
dalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung ditumuskan
sebagai: “Hakim harus memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela; jujur,
adil, profesional, dan berpengalaman di
bidang hukum”. Hal ini dipertegas lagi
oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 _entang  Kekuasaan
KehakimansSelain itu dikatakan juga
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tidak mudah mendapatkan calon
hakim agung yang bisa memenuhi
keinginan ideal tersebut. Namun, jika kita
bisa mengawal proses seleksi calon hakim
agung dengan baik, setidaknya kita bisa
mendapatkan hakim agung yang relatif
baik atau jika pun tidak bisa memenuhi
kriteria ideal, minimal calon hakim agung
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e _-_-terpahh blsa mendekatx knteriaﬂknteua:
i tersebut. Ini - bukan ungkapan pesmns_"_
. namun kita memang harus belajar dengan
" realitas yang ada. Kesulitan mencari calon -

o yang: memenulu ‘kriteria ideal - dziatarr-.’-_'-:-.-:-"f:-

belakangi oleh beberapa faktor antara lain:

'_=':-_';.'perrama praknk ﬂzdzcml cormpnon yang -
- begitu akut di Indonesia,” menyebabkan
o terjadmya kehancuran proses Kaderisasi
- hakim. Hal ini mengakibatkan ¢itra hakim .

s di mata masyarakat cenderung berkonot&31
B _neganf Kedua, - rekmatmen dan sistem
- pendidikan hakim di masa lalu. Faktor ini,

- - bukan - saja Jdialami. oleh - lembaga
... peradilan, - /etapi - -buruknya - sistem

rekrutmen dan sistern pendidikan ini juga
menjangkiti hampir semua sektor yang
- ada di pemerintahan masa lalu. Akibatnya,
‘kualitas dan kompetensi yang dimiliki
tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan
profesionalisme.  Ketiga,  intervensi
kekuasaan di luar kekuasaan  yudisial
pada masa lalu yang sangat kuat, Motif
intervensi ini didasari oleh berbagai
kepentingan. Ada yang berkaitan dengan
kekuasaan' negara, hegemoni politik dan
ekonomi. ‘Sebagai contoh, sebelum
putusan Mahkamah Konstitust
No.27/PUU-XF2013  dalam  perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang ‘Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-
Undang Mahkamah Agung) danslndang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
(Undang-Undang  Komisi  Yudisial)
terhadap UUD NRI 1945, seorang hakim
agung harus lolos dari saringan fit and
proper test yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Sayangnya,
anggota DPR yang menyaring calon-calon
hakim agung belum memiliki kualitas
untuk dapat memilih hakim agung dengan
kualifikasi di atas.

Mesk; pada awalnya Iahlr optnmsme L
__dengan pehbatan DPR daiam penuhhan AUET
hakim ' agung - ini,* ‘namun kurangnya
-._'_'3kuahtas ‘anggota - DPR tersebut meng- .o
.aklbatkan tidak . optimalnya - kualifikasi =
ot :_-hakxm agung yang telplhh sehmtrga masih _
- saja.terjadi Judzczal corruprzon Terdapat
S _bebei&pa hasil:penelitian yang. menunjuk—- SN
kan terjadmya Judicial corruption ‘telah . .
menggunta ‘pada - setiap tahap - proses -

* . peradilan.” Penelitian yang dilakukan oleh

* - Bappenas dan World Bank mcnunjukk'm

_adanya “praktik “korupsi. dilingkungan

- -peradilan.’ - Secara khusus, laporan’ ini

* - menyoroti praktik korupsi yang dilakukan

oleh panitera pada saat pendaftaran
petkara. Responden penelitian  tersebut
menyatakan bahwa biaya pendaftaran
yang harus dibayar oleh pencari keadilan
menjadi cukup mahal melebihi dari apa
yang  seharusnya - dibayar - menurut
ketentuan yang berlaku. -Bertolak dari
penelitian tersebut juga diungkap pula
praktik korupsi bagi para pihak ketika
mendapatkan  salinan putusan. Salinan
putusan yang semestinya menjadi hak dari
para pihak, namun ternyata hanya bisa
didapatkan ~oleh para pihak . setelah
diharuskan untuk memberikan sejumlah
uang lebih kepada petugas di pengadilan.
Praktik judicial- corruption selalu
mengikuti dalam setiap tahapan proses
beracara. Berdasarkan« pengalamannya
sebagai ~ pengacara, Kamal Firdaus
memetakan-praktik korapsi di pengadilan
tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding dalam persidangan perdata.’
Dalam pendaftaran  perkara, Kamal
mencatat bahwa para pihak, konon, bisa
memilih siapa anggota majelis hakim
yang akan mengadili perkaranya, tentunya
dengan berkolusi dengan Ketna atau
Wakil Ketua Pengadilan, untuk mengatur
komposisi majelis hakim serta panitera
penggantinya. Dalam proses persidangan,
konon, kemenangan dalam vonis juga bisa
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= dl_atur Atau Sebahknya dlatur bacazmana
i agar] haklm menolak: gugatan plhak Iawan
--'-."__:Kemudmn dalam eksekusz ‘Kamal juga =

 melihat adanya suraz sakri - atau relepon

% sakti- kepada  Ketua Pengadilan tingkat ..
:j_*": 'pertama agar. eLseku51 terhadap sesuatu
- putusan segera . dilakukan, ditangguhkan .
“.+ ataubahkan dlbatalkan Lalu dalam ‘tahap
belaca.ﬂ i Penoadilan Tingei (PT),
S apakah suatu . putusan bandmg akan 4 =

‘B. ‘Permasalahan

* menguatkan ‘-atau - mémbatalkan - vonis

% ‘hakim di pengadilag tingkat pertama bisa
SR dlatur Dipetakan pulasiapa saja pelaku

o yang terhbat dalam setiap praktik korupsi
- dalam ¢ tahap belaczua +di - peradilan

i .perdata

Untuk/ mengatasi hal inl maka
- kapasitas ‘hakim agung memiliki' peran
yang sangat -penting dalam reformasi

-+ peradilan.  Dengan adanya ° putusan
~Mahkamah  Konstitusi ~ No.27/PUU-
X1/2013 1ahir harapan bahwa akan lahir
hakim agung yang berkualitas secara

~moral dan intelektual melalui mekanisme
rekrutmen . yang lebih baik.  Tanpa
intervensi . lembaga  politik — dalam
pemilihan hakim agung maka Mahkamah

Agung sebagai salah satu pemegang
kekuasaan kehakiman di Indonesia akan
memiliki peran ) lebilv - besar  sebagai
“pelopor reformasi peradilan™.

Sayangnya, dalarmwakitu yang tidak
terlalu lama setelah putusan MK 1,
terjadi pula sebuah peristiwa lan_yang
justru kontradiktif, yaitu penolakan DPR
atas usulan nama calon hakim agung yang
diusulkan  oleh  Komisi  Yudisial.
Penolakan Komisi Il DPR terhadap tiga
calon hakim agung yang diajukan Komisi
Yudisial tersebut berdasarkan  hasil
pemungutan suara yang digelar di Ruang
Komisi III di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2014,
Alasan Komist III DPR menolak tiga
calon yang ada lebih karena seluruh calon
itu permnah ditolak dalam proses seleksi

'sebelamnya Oleh karend itu DPR akan 0
'-_=menvembahkan tiga nama calon hakim .-

“agung  itu kepada - Komisi - Yudisial. : '
. “Nantinya, Komisi Yudisial harus kembali -
: menyerahkan tiga nama calon bzuu kepada S
' ;_-DPR '

- Dari uraian di atas dapat dirumuskan

- -beberapa permasalahan sebagai berikut:
‘1. Bagaimana sistem rekrutmen hakim

agung pasca putusan Mahkamah
Konstitusi No.27/PUU-X1/2013?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan
agar hakim yang dipilih pasca putusan
Mahkamah  Konstitusi No.27/PUU-
XI/2013 dapat berperan  sebagai
pelopor reformasi peradilan?

3. Bagaimana agar proses seleksi yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak
terhadang intervensi politik DPR?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar
belakang di atas, penelitian i1 dilakukan
dengan mengg gunakan pendekatan yundis
normatif'® karena - menggunakan’ data
sekunder sebagai sumber utama, berupa
putusan pengadilan, berbagal peraturan
perundang-undangan _dan  referensi
dokumen lain yang terkait. Sedangkan
dilihat..davi” sifatnya, penelitian ini
termasuk  penelitian  yang  bersifat
deskriptif  analitis yakni  akan
menggambarkan secara keseluruhan objek
vang diteliti secara sistematis dengan
menganalisis data yang diperoleh.
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T = __-_E?asca “ Putusan
o %Konstltusx No. 27/PUU Xi/2013 :
o Proses seleksi. mempakan tﬂhapan S
. ':_-rYang urgent ddn mesti - mendapatkan e
5k i --perhatlan semua pihak Kzuena proses. '

oo seleksi “inilah - yang “-nantinya' akan "
L menentukan siapa hakim-hakim agung
“-7yang berkantor - di Makamah Agung. -
+1 " Calon-calon ‘hakim yang akan terpilih
- -diharapkan - bisa# memberikan energi

D Pembahasan

N sttem Rekm‘tmen Haklm Aﬂung

n baru dalam . percepatan - reformasi
- peradilan ~di ‘Indonesia. Mekanisme

- . pengangkatan hakim agung menurut

~Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 adalah
ditetapkan * oleh  Presiden = setelah
~menerima calon hakim agung yang
© - disetujui  oleh Dewan Perwakilan
* Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR
dalam - kapasitasnya sebagai
representasi rakyat hanya memberikan
- persetujuan atas calon hakim agung
yang diajukan oleh Komisi Yudisial,
Namun' pengangkatan hakim agung
yang demikian, telah diatur® secara
- menyimpang. Undang-Undang Nomor
3 Tahunr ©2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
dan Undang-Undang Nomor I8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun,2004 tentang
Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat
sebagai berikut:
a. Ketentuan pada Undang-Undang
Mahkamah Agung
1) Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Mahkamah Agung
menyebut-kan:
“Calon hakim agung sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1)
dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dari nama calon yang
diusulkan oleh Komisi
Yudisial”,

Mahkamah . '

2) Pasal 8 ayat (3) Undanc Undaug -. E
.._'Mahkamah Avuns meny@but~_' G

3 "':;I\an

©“Calon hakzm agung yang

._-'.dzusulkan oleh Komisi Yudzszal

- orang dari'3.(tiga) nama calon
- uniuk Setiap lowongan”;

" 'Menurut Pasal 8 ayat (2), ayat 5

. {3), dan . avat (4) Undang-
©Undang Mahkamah Agung dan
- Pasal 18 ‘ayat (4) Undang-
Undang Komisi Yudisial, DPR
bukan memberikan persetujuan
- terhadap -~ calon ‘hakim agung
yvang - diusulkan - oleh KY
sebagaimana yang diatur dan
“dikehendaki oleh UUD 1945,
© tetapi  melakukan pemilihan
tethadap calon hakim agung
tersebut.
3) Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang
Mahkamah Agung menyebut-

kan:
“Pemilihan calon hakim agung
sebagaimana dimaksudkan

pada ayat (3) dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh)’ hari
sidang terhitung sejok langgal
nama calon  diterima  oleh
Dewan Perwakilan Rakyat”.

b. KetentzanPasal18 ayat (4) Undang-

Undang“Komisi Yudisial menyebut-
kan:
“Dalam jangka waktu paling lama
15 (lima belas) hari terhitung sejak
berakhirnya seleksi uji kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi Yudisial menetapkan
dan mengajukan 3 (tiga) calon
hakim agung kepada DPR untuk
setiap 1 (satu) lowongan hakim
agung dengan tembusan
disampaikan kepada Presiden”,

sebagmmana dunaksud _pada
_oweayat (2) dzpzlzh oleh Dewan .
: _5._.__.Perwakzlan ‘Rakyar 1 (satu)
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o s Pengaturan Oleh kedua undang—

" undang - tersebut - telah - melanggar
- konstitusi dan. menimbulkan ketidak-
- pastian - hukum. - Ketentuan ini juga
‘memaksa - Komisi . Yudisial - untuk
" mengajukan . “calon - hakim - agung
- melebihi  jumlah . lowongan hakim

- -agung yang dibutuhkan. " %

- UUD 1945 mengenal 3 (tiga)
‘bentuk ‘pengangkatan’ pejabat publik
- yang ~melibatkan  Dewan Perwakilan
:Rakyat “(DPR), yakni melalui Per-
fimbangan, Persetujuan, dan Pemilihan
yang diaptaranya dapat dilihat pada
- ketentuan di bawah ini;“

a. Pengangkatan pejabat publik dengan

mekanisme pertimbangan terdapat
- :dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945

yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal mengangkat  duta,

Presiden  memperhatikan  per-

timbangan  Dewan - Perwakilan

Rakyaf’;

b. Pengangkatan pejabat publik dengan

mekanisme  pemilihan - terdapat
dalam, Pasal 23 ayat (1) yang
menyatakan bahwa:
“Anggora Badan Pemeriksa
Keuangan®™, dipilih  oleh. Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memper-
hatikan  pertimbangan  Dewan
Perwakilan Daerah dan diresmikan
oleh Presiden’™;

c. Pengangkatan pejabat publik dengan
mekanisme  persetujuan  terdapat
dalam Pasal 24A ayat (3) UUD
1945 yang menyebutkan bahwa:
“Calon  hakim agung diusulkan
Komisi  Yudisial kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapat-
kan persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden™;

. Dengan adanya . .putusan
- Mahkamah - Konstitusi No. 27/PUU- "
oo KI/2013 “maka-kata “dipilih” dalam
" Pasal § ayat (2) dan ayat (3) Undang- -
- +Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang =~
.+ -Perubahan . Kedua Atas Undang- - -
- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
- Mahkamah:Agung (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
.3, -Tambahan “Lembaran Negara .
Republik Indonesia Nomon4958) tidak -

mempunyat kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “disefujui”.
- Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Afas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 teptang Mahkamah Agung

{Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4958} tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai “persefujuan’,
Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Apung

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nemor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4958) selengkapnya menjadi:

{2) Calon hakim”agung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dari nama calon yang diusulkan
oleh Komisi Yudisial.

(3} Calon  hakim  agung  yang
diusulkan oleh Komisi Yudisial
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  disetujui  oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang
dari 1 (satu) nama calon untuk
setiap lowongan.
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[ _. ._ Dewan Perwakzlan Rakya!

menjadi, #Dalam jangka waktu paling
ama 13 (limg belas) hari terhitung

o sejak berakhiraya seleksi uji kelaygkan

sebagaimana dimaksud pada_ayat (1),
- Komisi - Yudisiql - menetapkan = dan
- mengajukan 1 (satu) calon  hakim
.agung kepada DPR untuk setiogp 1
(sam) lowongan hakim agung dengan
tembusan disampaikan - kepada
Presiden”.

Putusan Mahkamah  Konstitusi
No.27/PUU-XV2013  ini sejalan
dengan amendemen UUD 1945 yang
memberi  keckuasaan  dan  tugas
menyeleksi hakim . asung = kepada
Komisi Yudisial. Hal ini akan
mengarah kepada pengangkatan hakim
agung berdasarkan sistem, merit dalam
kerangka  menumbuhkan "%, budaya
hukum di tangan pribadi-pribadi yang
berintegritas tinggi yang bertanggung
jawab membangun sistem peradilan
yang kredibel, terbuka, memberikan
kepastian hukum, adil, dan berorientasi
kepada kepentingan publik. Hal ini
sekaligus mempertegas kembali pilihan
ketatanegaraan  untuk  melakukan
pemencaran kekuasaan. 2

i (4) Persetzguaiz calon hakzm ammg? :
sebagaunana dlmaksud paa’a ayat -
5_'-_:(3 )-dilakukan’ palmg lama 30 { t:gaﬁ-

o puluh) han szdang terhmmg sejak _
. itanggal - nama’ calon ditertma T

2, _Haknm Agung Sebagal Pelopm S
_Reformasi Peradilan Pasca Putusan =~
: '--Mahkamah KOnSiltuSI No.: 27/P’UE}-
_'X§/2(313 i REER
_ Denoan adanya i putusan
e _':"-'Mahkannh Konstltum No 27/PUU-
o e o XT20130 o ind tldaldah berarti .
ERRARE 3"-Pasa1 18 ayat (4) Undang Undang_ e
e Nomor 18 Tahun 201l fentang =
. Perubahan - “Atas Undang«Undang B
- "Nomor 22 .Tahun:-_ZOO_Z} tentang Komisi
- Yudisial (Lembaran Negara Republik
- Indonesia -Tahun 2011 “Nomor - 106,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik
~~ . Indonesia Nomor 5250) selengkapnya

_penmasalahan daiam pembenahan

_‘pemutus . perkara menjadi “Pelopor

."-Reforn}asi '-'-Peradi_lan”;3.-'--P€:_1_1gangkatan
_ihakim agung c.selama. im  selalu

dikaitkan dengan penyelesaian perkara
_yang begitu menumpuk di Mahkamah

- JApgung. ‘;‘3_ Hakim-hakim agung baru

yang  diangkat  kemudian  akan

- .tenggelam ‘dalam tugas-tugas sebagai

. tukang sapu .atau janitor hukum,
- menyelesaikan ribvan perkara utang
-piutang, . pidana ringan, sengketa
keluarga, dan perkara “kecil” lainnya.
Jika hanya terfokus pada hal ini maka
seolah semua wvist dan misi yang
dipaparkan dalam fir dan proper test
seolah tak bermakna lagi Dengan
demikian peran hakim agung tidaklah
harus  melulu  diarahkan  uptuk
“sekedar”  mengurangi  tumpukan
perkara ini_sebagai pemutus/perkara.
Para hakim agung perlu_membangun
sistem peradilan yang”efekuf untuk
menangani hal«"tersebut  dengan
membangun”kebijakan-kebijakan yang
mengarah  pula pada  reformasi
peradilan, terutama pembenahan
administrasi peradilan mulai level
peradilan pertama hingga kasasi.

Untuk ifu sudah selayaknya hakim
agung dikonsepkan untuk tidak sekedar
mengabdikan diri kepada penegakan
hukum dan keadilan, tetapi juga
menjadi “Pelopor Reformasi Peradilan”
untuk mempercepat pemulihan krisis
hukum berpuluh tahun belakangan ini.
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'_:'Jddikan Mahkamah ~Agung yang
o '_;.mdependen bebds KKN Lredlbel dan
_'_"'benntefmtas tinggi.  Hal ini  perlu
-'_-__-'dldukung oleh sebuah mstem yang
i _telbangun ~mulai - level pend1d1kan

' hingga tekms pelekmtan oleh Komisi -

g '. .Yudlsml

SRR a._?_eran -Pendid_ikan--Hukum Untuk
‘Melahirkan - Ha_kim Peioper
- Reformasi :

- Sofian . Effendi, maman rektor

- UGM, - pernah  mengemukakan
~bahwa = salah satu  persoalan
mendasar di bidang hukum adalah
masalah  pendidikan - hukum.
Sebagaimana juga dikemukakan
- oleh Mechtar Kusumaatmadja,'
tentang reformasi pendidikan dalam
rangka pembinaan hukum nasional
‘sangat  dibutuhkan menghasilkan
ahli’ hukum yang terlibat dalam
proses,  pengambilan  keputusan
(decision making process), dan
penetapan kebijaksanaan, - tidak
hanya sebagai petugas pelaksana
kebijakan. Para ahli hukum juga
diarahkan untukvaktif terlibat dalam
kegiatan legislatif secara aktif. Para
ahli hukum di pengadilan, profesi
hukum, dan pendidikan diharapkan
memiliki orientasi terhadap
kemajuan bangsa dan pembangunan
(pembinaan hukum).
Kita tidak bisa berharap banyak
kepada insan-insan hukum untuk
menegakkan hukum dan keadilan,
apabila mereka tidak diajart dan
dibekali ilmu dengan baik. Padahal
sistem pembelajaran yang ber-
langsung pada lembaga-lembaga
pendidikan  hukum yang ada

':.:'.-Denﬁan demlkaan pengangkdtan haklm SR
" agung baru juga harus dilihat dalam
© " konteks mengambil kesempatan untuk

- mengubah paradigma.  Yaitu, . men-

"-:-sekaranfr ini adﬁah mas1h her51fat-_'
o iransfer pengetahuan belaka dan-.
- berorientasi - positivistik, sehingga
oo cenderung hanya mencetak tukang
" (legal - ‘mechanics). - dan tidak::'-_;_'

membentuk - perilaku ‘calon hakim.
_agung yang memiliki integritas diri
. yangadil, jujur, dan humanis.” Cn
. Secara sosiologis Satjipto Rahardjo -
. mengemukakan bahwa 1111gkungan"'_'-_f
1"_--mempenea1uh1 . perbuatan  sese- "
~orang."® Dibandingkan dengan lima
puluh tahun yang lalu lingkungan -
kita c;ekamng memang jauh lebih

korup."” Selanjutnya beliau
mengutip pendapat Geery Spence,
seorang advokat senior Amerika
Serikat mengatakan bahwa sebelum
menjadi - abli hukum profesional,
jadilah  manusia  berbudi  luhur’
{evolved person) lebih dulu. Kalan
tidak, para ahli hukum hanya zkan
menjadi monster dari pada malaikat
penolong.18

Sistem  pendidikan hukem tidak
terlepas  dari  sistem  pendidikan
nasional. Sistem pendidikan
nasional adalah Keseluruban
komponen pendidikan yang saling
terkait  secara  terpadu . untuk
mencapai tujuan pendidikan
nasional  _yang berdasarkan
pancasila,~ pendidikan  haruslah
diselenggarakan sebagai satu kesatu-
an...yang sistemnik. Ruang bagi
pendidikan hukum sebenarnya ada
dalam seluruh wilayah pendidikan,
baik dalam jenjang pendidikan
dasar, menengah atau pendidikan
tinggi. Di samping itu ia juga akan
berada dalam pendidikan formal,
maupun informal. Namun dan segi
penamaan, istilah pendidikan hukum
hanya baru dikenal dalam jenjang
pendidikan tinggi tingkat universitas
atau jemjang S1, S2 dan S3 pada
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_.: fakultas hukum Pendldlkan hukum
S juga merupakan sub. Slstem dau_
_.Slstemhukum 13- e L

= Sistem adalah - suatu susunan atau

. tatanan yanc Cteratur, " suatu -
:,:keseluruhan yano- terdlrx dari i
- mxbagian- baglan yang berkcntan ‘safu oo

v Sama lain, * tersusun ‘menurut snatu__[f e
~© -rencana atan pola hasﬂ dati svatn o
jpemxkuan untuk mencapa1 suaty -

o tojuan®® . Keinginan. . untuk

" menmptakan suatu _._Slstem Hukum
tidak - terlepas * dari - pendidikan
hukum - yang  diberikan kepada
- masyarakat itu sendiri, karena salah
satu fungsi pendidikan secara umum
yang/ amat -penting dan strategis
ialah  ‘mendorong . perkembangan
- kebudayaan dan peradaban pada
tingkatan sosial - yang berbeda.
- Secara umum pendidikan pada level
individu, membantu mengembang-
kan potensi dirinya menjadi manusia
yang berakhlak -mulia, berwatak,
cerdas, kreatif, sechat, estetis serta
mampu melaku-kan sosialisasi dan
transformasi, dari manusia pemain
menjadi. manusia pekerja dan dari
manusm peker}a menjadi manusia
pem;klr pendidikan menimbulkan
kemampuan individu untuk
menghargai dan  menghormati
adanya perbedaan “dan pluralitas
budaya sehingga memiliki sikap
yang lebih terbuka dan demokratis.
Dengan demikian semakin banyak
orang yang terdidik baik, maka
semakin dapat dijamin adanya
toleransi dan kerja sama antar
budaya dalam suasana yang
demokratis, yang pada gilirannya
akan membentuk integrasi budaya
nasional dan regional, dari sini jelas
terlihat peranan pendidikan terhadap
perkembangan kebudayaan.

;-';_'Pendzdlkan yanc bermutu dlharap—_
- kan dapat - mengas;lkan masyalakat T
'.'_'-j-.-'-::yano ‘berkualitas. sehmgga ‘meng- S
. hasilkan  suatu  kebudayaan yang .
- bermufu. Dalam kaitan antara sistem
SITAN 'pendldlkan hukum dengan terc1pta— -
- .nya budaya hukum, seperti telah di -
- Sebutkan, diawal -tulisan ini, bahwa
. pendidikan ‘hukum baru dikenal
~ dalam tingkat  Universitas atau
' jenjang S1 pada fakultas:hukum, hal
- ini pada tingkat upiversitas:diharap-
- ’kan . dapat - menghasﬂkan Sarjana
_"hukum yang map pakzu ‘akan tetapi
~ bila .. ‘melihat = ke - belakang,
- sebenamya pend1d1kan 51 barn
~dapat merupakan = pengantar atau

persiapan. - (matrikulasi)  untuk

anenjadi sarjana hukum program

Strata .2 (S2) yang . baru boleh

. dikatakan siap pakai  dalam

masyarakat yang dengan demikian
jenjang  S3  dianggap menjadi
sernakin berbobot karena ilmu yang
dikuasainya sudah teruji dalam
pengalaman dan penerapan hukum
yang sesungguhnya (/iving law).”
Mochtar Kusumaatmadja menge-
mukakan bahwa perbaikan
pendidikan hukum dalam arti yang
sebenarnya hanya akan’ terjadi
apabila  diadakan _perubahan-
perubahan yang _sadikal dalam
sistemy pendidikan, sehingga dapat
menjamift dipenuhinya kebutuhan-
kebutuhan masyarakat.”®  Untuk
menghasilkan calon hakim agung
yang mempunyal integritas tinggi,
profesional, kompeten, bermoral,
jujur, akuntabel, serta menjunjung
tinggi kebenaran dan keadilan,
tentunya bukan sebuah persoalan
yang mudah, seperti membalikkan
telapak tangan, tetapi diperlukan
suatu mekanisme yang baik, yang
dimulai dari pendidikan hukum.

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014



- ° ‘Calon hakim agung ini bisa dipilih
oo dan dipantau’ se_]ak dini di lembaga- "

8 .'-fﬁ-';lembaga pendldlkan ‘hukum dari

- mahasiswa-mahasiswa . yang mem-

*punyai. Lelayakan seca1a ~moral

'_---'_maupun 1nteiektual ‘Dengan

S "'pe1ekrutzm sejak dini ‘semacam ini,
" SDM: yang nantinya akan bekerja
i pada ‘bidang hukum: akan menjadi

- " lebih baik, dan diharapkan akan
':mampu men]ad1 agen . perubahan

~bagi terwujudnya sttem hukum dan

'_ L 31sten1 mayarakat .yang lebih baik.
" Jika konsep ini dijadikan sebagai

- pola perekrutan maka hal ini akan

- memunculkan semangat kompetisi
di antara para mahasiswa hukum
untuk meningkatkan kualitas mereka
batk  secara - akademis, - moral
“maupun keterampilan dan keahlian
hukum. Bila semangat im telah
terbentuk maka dapat dipastikan
pendidikan hukum akan menjadi
kawah candradimuka yang
menghasilkan sarjana-sarjana
hukum yang tangguh secara mental
maupun intelektual.

. Peran Komisi Yudisial Untuk
Melahirkan, Hakim  Pelopor
Reformasi Peradilan

Komisi  Yudisial  lahir  sebagai
respon atas tuntutan  reformasi
peradilan. Pada Sidang MPR tahun
2001 yang membahas amendemen
ketiga ~ Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945, disepakati beberapa
perubahan dan penambahan pasal
yang berkenaan dengan kekuasaan
kehakiman, termasuk di dalamnya
adalah melahirkan Komisi Yudisial
yang berwenang mengusulkan peng-
angkatan  hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan

F kehormatan ke}uhman martabat i
~serta perilaku_hakim. Berdasarkan - - -
. pada amendemen - “ketiga itulah <
- dibentuk Undang-Undang Nomor 22 ..

“Tahun =~ 2004 = tentang Komisi " -
~Yudisial yang - ‘disahkan di Jakarta
- pada tanggal 13 Agustus 2004, e
-~ Komisiee., Yudisial ~ mempunyai

. peranan - pentmo - ~dalam  usaha
- mewunjudkan kekuasaan kehakiman . -

" yang merdeka melalui®pencalonan
“hakim ‘agung serta pengawasan
- terhadap hakim yanU fransparan

dan partmpatlf‘ guna
menegakkan  kehormatan = dan

keluhuran martabat, serta menjaga

perilaku . hakim. Transparansi dap

partisipast ini perlu didukung oleh
- sistem informasi yang memadai. Hal

ipi  sejalan  dengan  semangat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Selain itu, salah
satu bagian dari substansi HAM
yang telah diakui oleh PBB sebagai
bagian dari HAM sejak generasi
pertama adalah Hak atas kebebasan
memperoleh informasi. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) sejak sahun
1946 telah mengadopsi Resolusi 59
ayat (1) yang menyebutkan bahwa: >
“Kebebasan informasisadalah hak
asast  yang fupdamental dan
merupakan tanda dari  seluruh
kebebasan yang akan menjadi titik
perhatian PBB”.

Dalam sebuah laporan di PBB pun
dinyatakan bahwa:*® “Kebebasan
informasi merupakan salah satu
HAM yang sangat penting, sebab
kebebasan tidak akan efektif apabila
seseorang tidak memiliki  akses
terhadap informasi. Akses informasi
merupakan dasar bagi kehidupan
demokrasi, oleh karenanya tendensi
untuk menyimpan informasi dari
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' ':_'-:3_;_.'-_masya.1‘akat haruslah diperhankan P
. Hal ini selaras pula dengan Pasal .
- 28F Undang-Undang Dasar Negara -
-~ Republik - Indonesia - Tahun 1945 - .
7 (UUD . 1945) menyatakan bahwa:
. “Setiap ‘orang . berhak  untuk . . .
- berkomunikasi - dan mempeloleh s
“informasi. untuk - mengembangkan e
'f.pﬁbach dan  lingkungan, sosialnya,
. USerta. berhak ~cuptk  mencari,

- _'me_mperoieh memlilkl - dan
menyimpan - 4 mformam dencan
menggunakan secala }ems saluran
yang tersedia.” :

Peran . pentmo Komisi  Yudisial
ditegaskan dalam Pasal 24B UUD
1945 bahwa Komisi  Yudisial
bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Dalam rangka

melaksanakan tugas memilih calon
hakim agung, Komisi Yudisial
menyelenggarakan pendaftaran dan
seleksi ‘¢alon hakim agung secara
terbuka ‘dengan melibatkan peran
serta masyarakat. Melalui seleksi
administratif, kualitas dan
kepribadian, Komist Yudisial
berusaha mengetahuis, kemampuan,
profesionalitas,  integritas,  dan
moral  calon hakim  agung®
Partisipasi  masyarakat untuk
memberikan masukkan kepada
Komisi  Yudisial terkait calon
hakim agung juga sudah dilibatkan
sejak proses pendaftaran untuk
selanjutnya dilakukan  penelitian
kebenaran  atas  informasi dan
pendapat masyarakat oleh Komisi
Yudisial. Partisipasi ini dilakukan
dengan mekanisme yang beradab
dan non koersif, sehingga semua

= ':'--;'-_;_'_3__-_-.1agam 1dent1tas dan kepentmgaﬁ
~ dapat - tertampung - dan - deliberasi
- dilakukan dengan bebas dan aman.” -
- -Hal dni, dﬂakukan densan maksud_ e
f'r.aUaJ Kom151 Yud151a1 menveta’nm L

dan akurat Khusus untuk - menc—
2 '_ukur kemampuan dan penoetahuan -
'__.'-:.:_rfhaklm sesuai dengan k01npetensx--"
- nya, * Komisie. - Yudisial
o -3mensyaratkan calon haklm agung
- .. membuat kanya tulis ilmiah dengan
. topik 'yang -telah ditentukam, oleh
.- Komisi Yudisial. Berdasar pada

- tshapan - dan mekanisme seleksi

. yang dilakukan Komisi Yudisial
’secara : terbuka dan transparan

. dengan berpedoman pada standar-
_standar  yang . telah ditentukan,

maka dapat  diasumsikan calon

- hakim -agung yang diajukan oleh

Komisi Yudisial kepada DPR RI
merupakan calon-calon vyang ter-

seleksi dengan kemampuan
keilmuan, - profesionalitas, dan
integritas yang dapat

dipertanggungjawabkan.30

Untuk - - mengefektifkan __ proges

seleksi calon hakim agung, panitia

seleksi harus memenuhi beberapa

prinsip__ prosedur  seleksi  yang

mengarah }j‘)ada terwuyudnya good

governance’’ di lingkungan

kekuasaan kehakiman, yaitu:

1) Transparan
Transparansi adalah prinsip men-
ciptakan kepercayaan timbal-
balik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan
informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan
memadai. Dalam  penjelasan
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, transparansi

29
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dalam - melaksanakan p1oses

_ ':'_"'_-'pengambllan keputusan “dan
+ i keterbukaan dalam . menfremuka- L )
o kan - informasi - materiil dan o

v 32 0

“relevan”, Dengan “~demikian,

: kriteria® dan proses seleksi harus
_* terbuka sehingga dapat diketahtii
SEES ﬁ'dan diakses ‘dengan mudah oleh

) semua calon ‘dan warga
: .'m_asyalak_at. /Penetapan - kriteria
~yang bisa diukur dan dinilai oleh

© - 'masyarakat juga perlu diperhati-

- kan. Panitia seleksi calon hakim

agung  harus - mempertegas

“kriteria-kriteria  yang  konkret,

- schingga bisa diukur dan dinilai

-oleh -~ masyarakat.  Misalnya,
syarat pengalaman kegja sebagai
~hakim (karier) atau praktisi

. “’hukum (non karier), harus dinilai

* kinerjanya selama berkarier atau
menjalankan profesi. Prestasi dan
- keberanian  berkreasi  dalam
menjalankan karier dan profesi
~yamg  mestinya  menjadikan
ukuran, Karena jika hanya dinilai
dari “lamanya bekerja tentu ini
tidak jelas ukurannya. Lamanya
waktu bekerja tidak menjamin
calon memiliki keahlian dan
profesionalisme.. Demikian juga,
untuk kriteria yangdain misalnya
memiliki integritas dan lain-lain.

2) Akuntabel

Akuntabilitas Dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, adalah kejelas-
an fungsi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban  sehingga
pengelolaan perusahaan ter-
laksana secara efektif.*’ Dengan
demikian dalam semua tahapan
seleksi  mesti  menggunakan
metoda dan teknik seleksi yang

. "3?'-"dlart1kan sebagal “Leterbukaan SR

- 'memberikan '-""Pléngél’ilh yang
“ signifikan - pada - tahap

___.-__'Selan;umya Metode dan teknik - -
- seleksi yang “digunakan selalu
: Kkonsisten dalam setiap tahapan, = .
 tidak ada toleransi dan pengaruh
~ personal approach atau kekuatan

- 'di luar yang telah difetapkan bisa
mengintervensi  proses o, seleksi
‘termasuk pentlaian.

3) Perlakuan yang sama
Perlakuan = yang  wajar i
mengacu pada prinsip “equality
before the law*. Hal ini selaras
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib
menjunjung hukam dan
pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya. Dengan demikian
semua kandidat melewatl semua
proses yang sama  dan
mendapatkan  perlakuan . vang
sama baik dalam memenuhi
syarat adminisirast maupun pada
tahap  memenuhi syarat-syarat
lainnya. Anggota panitia seleksi
harus netral (imparsial), tidak
memihak pada salah satu calon.

Selain itu, dalam tahapan selekst
tersebut  harus  dilakukan  profile
assessment yang menilai integritas,34
akseptabilitas, pengetahuan dan
wawasan, serta kemampuan analisis.
Hal ini diperlukan karena: Pertama,
integritas  atau  kemampuan mem-
pertahankan nilai-nilai, norma-norma
sosial, etika dan organisasi, serta
kemampuan memegang teguh aturan
pelaksanaan dan prinsip-prinsip etika,

bisa dlpertang ung;awabkan
' Setiap tahapan seleksi harus
- saling " berhubungan dan o
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: :sangat dxper]ukan untuk mengetahuli___i-:_'-
SRR ':kejﬂj‘ﬁl’aﬁ menjaca komitmen dan - uo
'-"'--.:-g'-'berpeniaku “secara ‘konsisten. - Untuk DR
mengetahui hal ini panitia seleksi hams R

' -memlm dan rmck record. calon selama

SRR berkaﬂel ‘atau - menjalankan profem i
""_-f"-::"_Temu kembah mfounam melalui o
7 dokumen. yan& belkaztan dengan calon

. memiliki - peran = -pentings’ untuk
mengungkap integritas ; calon Kedua,
- akseptabilitas - atan

. penerimaan
- masyarakat = terhadap calon, - artinya
- penilaian ‘ini mencoba . melihat berapa

- ‘besar resistensi  masyarakat - terhadap

-+ calon. Akseptabilitas -menjadi penting

mengingat  kekuasaan - termasuk
kekuasaan kehakiman dapat me-
munculkan wibawa jika ia mendapat
dukungan dari pihak yang dikuasai’™
Pengelolaan komplain dan = laporan
yang ‘disampaikan oleh - masyarakat
~akan sangat membantu panitia seleksi
dalam penilaian ini. Tentu saja, kehati-
hatian dan cross check informasi yang
diterima. menjadi penting  untuk
dilakukan oleh panitia. ~Biasanya
verifikasi', dan  investigasi  bisa
membantu. dalam  melakukan uji
validitas data atau informasi yang
disampaikan oleh masyarakat. Kefiga,
pengetahuan dan kemampuan di bidang
hukum akan sangat  menentukan
kualitas putusan yang ‘mantinya akan
dibuat. Penilaian ini dapal “dilakukan
melalul  wawancara atau penilaian
{eksaminasi) dari putusan yang pernah
dibuat oleh calon (jika calon berasal
dari hakim Kkarier), atau dilakukan
penilaian dari perkara-perkara, atau
pernyataan pendapat hukum, karya
tulis dari calon tersebut. Keempat,
kemampuan analisis ini  penting
dimiliki  dalam  rangka  untuk
mengetahui  apakah calon pemah
mengembangkan  alternatif-alternatif
berdasarkan  asumsi  logis, fakta,

.-;._':'_._sumber day& batasan dan nﬂa1—mlal_-'-::_'---.
mgamsaSI dan - norma-norma - sosial; -
._-:-:'serta apakah calon hanya mehhat
hukum - sebagai pelaturan atau
> melakukan upaya~upaya penemu_am dan o
- penyelarasan - . hukum 0 dalam
- masyarakat, - Kemampuan melakui\an. s
":'.li_content analyszs bisa - d}}adikan alat o
. untuk - memlzu pencetahuan ‘dan -
'-_'-_'Lelnainpuan calon - Kelima,
- kemampuan calon dalam bekerga secara

-"f'e_fekt_lf__dan_k_ooperatif dengan fiin kerja
--atan - ‘membangun-- dan - menjaga
“‘hubungan kerja yang baik dengan
- lembaga penegakan hukum lainnya.

Hal +.im - dimaksudkan untuk

meningkatkan  koordinasi reformasi

peradilan antara Makamah Agung
dengan lembaga lain yang juga terkait
dengan reformasi peradilan.

Proses ini bisa dilakukan oleh
Komisi Yudisial dengan baik, jika
personalia Komisi Yudisial memiliki
kemampuan, kompetensi, professional-
isme, dan integritas yang baik pula.
Dengan demikian, harapan
pembenahan Makamah Agung dan
reformast peradilan melalui para hakim
agung tersebut akan menjadi lebih
mungkin dapat diwujudkan.

. Menaklukkan DER

Sesudah  berlakunya  Undang-
Undang Nomor«14 Tahun 1985,
intervensiopolitisi  dalam perekrutan
hakim agung dimulai. Pernah sunatu
ketika jumlah hakim agung vyang
diterima lebih banyak yang berasal dari
jalur nonkarier. Tata cara
perekrutannya dinsulkan oleh
Mahkamah Agung kepada DPR,
kemudian DPR melakukan fit and
proper test dan kemudian hasilnya
diserahkan kepada Presiden.

Pada waktu ada perubahan UUD
1945, yang mengamanatkan adanya
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_'K01m51 Yudmlai untuk men_]annc e
. hakim - agung, “peranan . Mahkamah
e "Agung da}am peleklutan hakim agung
. menjadi hampir-hampir tlddk ada. Di
7~ dalam - Undang-Undang - “Nomor 22
o Tahun 2004 tentang. KOHHSI Yudisal,
- peran-an’ Mahkamah Agung = sama

~osekali - tidak dlsebut dalam proses

' perekmtan hakim aﬂunc i
- Pada- mulanya proses perekrutan

o - yang berasal dari hakim karier diajukan

~oleh MahkamahAgung kepada Komisi
-Yudisial. Namnn, lama-kelamaan calon
yang diterima oleh Komisi. Yudisial

.- yang berasal dari hakim karier dapat

diterima./ dari perorangan, tanpa usul

~dari Mahkamah Agung. Akibatnya,

pernah suatu Ketika ada seorang hakim
vyang | pernah  diberikan sanksi oleh
Mahkamah Agung, tetap diterima oleh
Komisi Yudisial. ;

Dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi, yang
menyatakan bahwa DPR fidak perlu
lagi melakukan fir and proper test,
DPR cukup menentukan menerima atau
menolak, calon yang bersangkutan,
telan mengurangi nuansa politisasi
penerimaan’ calon ‘hakim agung.
Sayang sekali mekanisme penolakan
belum ada aturannya schingga terkesan
DPR mengada-adasAturan inilah vang
harus segera diadakan oleh DPR.

Dan sejarah mekanisme
perekrutan hakim agung yang terlihat
dari uraian di atas, ternyata tidak ada
satu pun mekanisme yang dapat
menjamin hakim agung yang benar-
benar andal dan mekanisme yang
memuaskan,®

Sistem pertama hakim agung
diusulkan oleh Mahkamah Agung
kepada Presiden. Walaupun hasilnya
cukup bagus dari segi kualitas hakim
agung, kelemahannya terletak pada
mekanismenya, yaitu hanya hakim

o yang dlkenai oleh pimpinan Mahkamah S
B -:AO"ung yang dapat dijaring. R
oo Sistem yang kedua, hakim agung
e -dz_u_su_lka_n__-_ oleh - Mahkamah Agung =~
" kepada DPR, nuansa politiknya sangat
S tinggl. Kepentmgan partai  politik -
- kadang- kadancr sangat  menonjol. .
- Sistem ey yang ketiga, sama - .
 dengan sistem ‘vang kedua, nuansa
- politisnya lebih menonjol. Pendekatan - -
politis  lebih  berperan. daripada -

kemampuan" ‘individual.Sistem vyang
keempat, - vyaitu Komisi Yudisial
mengusulkan kepada DPR dan DPR
meneruskan kepada Presiden, apabila
calon tidak ditolak DPR, akan
memberikan kekuasaan lebih besar
kepada Komisi Yudisial sehingga
memeglukan lagi pengawasan terhadap
Komisi Yudisial.

Sistem yang belum pernah dicoba
menurut saya adalah yang menentukan
calon yang akan diusulkan kepada DPR
adalah+ Komisi ~Yudisial bersama
Mahkamah Agung. Komisi Yudisial
akan fokus pada integritas hakim,
sedangkan Mahkamah Agung akan
menilar dari kualitas profesionalisme
hakim. Tentu mekanisme ini memerlu-
kan perubahan undang—-undang.37

Untuk - mencegah _terjadinya
stagnasi dalam proses ini maka perlu
dilakukan beberapa langkah yaitu:>®
Perfama, dalame penentuan standar
penilaian-hakim oleh Komisi Yudisial
perlu melibatkan Mahkamah Agung
dan DPR. Kedua, dari standar tersebut
maka hasil dari perekrutan calon hakim
agung dari Mahkamah Konstitusi
menjadi mekanisme Final. DPR tidak
lagi melakukan double test yang dapat
menghasilkan standar ganda tetapi
menjadikan hasil dari Komisi Yudisial
sebagai dasar persetujuan atan tidak,
khususnya dalam parameter atau
kualitas kepakaran. Ketiga, untuk
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S ':._kuahtas et;ka DPR 1nas1h blsa mem}zu_-*-'_' G

' apabila temyata teldapat ‘info valid
o0 tentang “cacat etika ‘yang baru
i ~diketahui atau seteiah dltemukan atan oo
_".-dmbaikan dalam tahapan di Konns:1 R
7 Yudisial. Jadi- persetujuan DPR ‘lebih
© % pada ‘memverifikasi peuiaku hakim
7 ‘Mahkamah - Konstitusi yang tidake® T
. diketahui -pada tahapan diz#Komisi -
. Yumdial “Keempat, proses ‘penilaian .

- “Komisi Yudisial terhadap calon hakim

L agung dart jalur karir perlu melibatkan

- Mahkamah ‘Agong dalam akses infor-

~masi dan data. Kelima, kualitas calon
- hakim -agung dari Komisi * Yudisial

“harus -/ dipublikasikan ~ kepada
masyarakat dan praktisi hukum untuk
bagian dan wvji publik yang membantu
DPR dalam menpentukan setuju atau
tidak | setuju atas usulan  Komisi
Yudisial. Keenam, dengan besarnya
peran Komist Yudisial tersebut maka
pengawasan tethadap Komisi Yudisial
dan keterbukaan lembaga Komisi
Yudisial dalam setiap tindakannya
menjadi niscaya karena terkait dengan
kewenangan dalam memilih calon
hakim agumg yang mendasarkan pada
penilaian Komisi Yudisial.

Perbaikan “inekanisme perekrutan
hakim agung menjadi pintu masuk
dalam menghasilkan‘hakim agung yang
berkualitas  secara “wmoral  dan
intelektual, hal ini tidak mudah karena
reformasi peradilan menjadi tanggung
jawab hakim agung. Dengan hakim
agung yang berkualitas tersebut maka
diharapkan dapat memberikan
keadilan, kepastian dan kemanfaatan
bagi masyarakat dan bangsa kita.

E. PENUTUP
1. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.
27/PUU-X1/2013 menguatkan kembali
kewenangan menyeleksi hakim agung

"'_-_':--'-_kepada K01m31 Yudismi I—Iai ini akan o

_ '-menvalah kepada penﬂangkatan hakim .- S
i agung bexdaszukan sistem ‘merit dalam
- kerangka - menumbuhkan budaya
' __3'hukum d1 tangan pnbadl -pribadi yang
_:._-beuntegntas tinggi yang bertanggung -
- jawab -membangun sistem . peradilan - -
~ . yang ‘kredibel, terbuka, memberikan .
. kepastian hukum, ‘adil, dan beronentaﬂ B
y kepada kepentmgan publik. -

“'Meski demikian, adanya putusan

.Mahkamah ~Konstitusi: No.27/PUU-
XI2013 - vini o adaklah  Berarti
permasalahan *dalam  pembenahan

Mahkamah Agung telah selesai. Perlu

- ada perubahan persepsi atas fungsi
hakim agung dari sekedar menjadi

pemutus perkara menjadi pelopor

- reformasi peradilan. Hal ini perlu

didukung oleh sebuah sistem yang
terbangun  mulai. level pendidikan

~hingga teknis perekrutan oleh Komist

Yudisial. Untuk menghasilkan calon
hakim -~ agung  yang mempunyai
integritas tinggi, profesional.
kempeten, bermoral, jujur, akuntabel,
serta menjunjung tinggi kebenaran dan
keadilan, diperlukan suatu mekanisme
yang baik, yang dimulai dari
pendidikan hukumn.

Komisi - Yudisial  mempunyai
peranan penting dalam usaha
mewnjudkan  kekuasagn kehakiman
yang merdeka _melalui pencalonan
hakim__.aging serta pengawasan
terhadap hakim yang transparan dan
partisipatif guna menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat,
serta  menjaga  perilaku  hakim.
Transparansi dan partisipasi ini perlu
didukung oleh sistem informasi yang
memadai.

Untuk  mengefektifkan  proses
seleksi calon hakim agung, panitia
seleksi  harus memenuhi beberapa
prinsip prosedur seleksi yang mengarah
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"_._:_;'_';'pada terwujudnya good govemance
-_'-:-"'Da]am tah&pan selekm tersebut harus -~
- dilakukan’ profile - assessment - yang <
-menlial mtecrltas, s akseptabzhtas
'--_penoet'zhuan ‘dan - wawasan, . serta . ..
oo kemampuan anahs.ls “Hal - 1n1 bisa . 0
' dilakukan oleh Komisi Yudisial jika .

.. personalia - Komisi Yudisial memiliki= ™" =
P kemampuan, kompetensz professmnai—. L3
A [isme, ‘dan mtegntas vang baik pula. -

- Uniuk ‘mendorgng proses selcksi

_-_'-'.."calon hakim -agung yang baik maka
- Komisi Yudisial perlu melakukan kerja
~.'sama  dengan . lembaga-lembaga

~ pendidikan  hukum agar - dapat
 memantau  sejak - dini mahasiswa-
- mahasiswa yang mempunyal kelayakan
secara  moral ‘maupun intelektual
menjadi calon hakim atap  hakim
agung. Dengan demikian orang vyang
_ nantinya akan bekerja pada bidang
- hukum akan menjadi lebih baik, dan
diharapkan akan mampu menjadi agen
perubahan bagi terwujudnya sistem

- _hukum dan s;stem masyqrakat yancr
__;_".1eb1h baik.’ i - S
Koxmsz Yudisial Juaa perlu mem- - -
_ .banfrun sistem pemilihan hakim agung ~ . .
. yang terbuka dan. lebl_h__r_nemungkmkan' N
~kemudahan - partisipasi  masyarakat
. untuk terlibat.di.dalamnya. Untuk ita -
= pemanfaatan teknologi informasi men-
.. jadi bagian pentmv untuk mandukung_ R
_;-szstem ini. - S
Dalam membanvun 51stem ini -
L perlu pula penentnan standarpenilaian
- hakim oleh Komisi Yudisial dengan .
-melibatkan Mahkamah Agung dan
' DPR yang kemudian dituangkan dalam

bentuk Peraturan Bersama Komisi
Yudisial, DPR dan Mahkamah Agung.
Dengan demikian DPR tdak lagi
melakukan pengulangan seleksi tetapi
menjadikan hasil seleksi dari Komisi
Yudisial sebagai dasar persetujuan
calon hakim agung.
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tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?nd992203605 pada 1 Maret 2013, Lihat
juga SAJI Project, Pedoman Peradilan Adat Di Sulawesi Tengah, 2013,

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976),
him. 24-25,
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- Sistem hukum nasional tidak hanyd terdm dari- kmdah -kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga
‘mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedu; hukum, falsafah dan budaya
. ;hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh lihat BPHN, Pola Pikir dan

Kerangka Sistem Hukum Naszorzal Sewm Rencam Pembangunan Hukum Jangka Pmyang, (Jakartd BPHN
1995/1996), himA9. ;

. Subekti, Beberapa Pemikiran Meugemu Srstem Hukmn Naswna! chg Akfm Damng, Maka]ah Semma; Hukum

Nasional 1V, tahun 1979, Lihat juga Kusnu Goesniadhic S, Hamonisast Hukum Dalam Perspeknf Perundang-
undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), (Surabaya: JP BOOKS, 2006), him. 75.

Anwar Arifin, Sistem Pendidikan Nasional Dan Peran Budaya terhadap Pembangunan Berkelanjutan,”
{Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Pencgakan Hukum dalam Era
Pembangunan Bericelanjutan, Denpasar, 14-18 Fuli 2003), him. 3.

Sunaryatt Hartono, Menyesuaikan Puradigma Tentang Pendidikan Hukum Nosional dengan Kebutuhan
Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21 {Makalah disampaikan pada simposium Peningkatan Kurikulum
Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22
juli 2004).

Mochtar Kuswmaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nosional, (Bandung:
Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminolegi FH UNPAD, 1979), him. 3.

Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, di mana dalam Pasal 8 ayat (1) mengamanatkan bahwa peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk tkut
mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi,
Setara Press, Malang, 201 1, him.108. Lihat juga Eko Noer Kristanto, Implementasi Undang-Undang Nomor 14
Talun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelavanan Publik Oleh
Pemerintah Daerah, Tesis: Universitas Padjadiaran Bandung, 2012,

Ibid.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amendemen keempat).

Bandingkan dengan Pasal 6A Undang=Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Ageng, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Peritake Hakim yang tertuang dalam Keputusan
Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009.

Lihat Zainal Abidin Bagir, Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, (Bandung:
Mizan, 201 1) him. 40.

Sulasi Rongiyati, Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung, dalam Info Singkat
Hukum Volume V Nomor 02/11/P3DI/Januari/2013 him.2.

Karakteristik atau unsur utama goed governance ada beberapa versi, menurut Bahasa adalah akuntabilitas
(acconntability), transparansi (rranparency), keterbukaan (openess), dan rule of law. Ganie Rochman
menyebutkan ada empat unsur utama, vaitu accountability, adanya kerangka hukum (rule of law), informasi,
dan transparansi. United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga
Administrasi Negara (LAN) memberi karakteristik antar lain: participation, rule of law, transparency,
responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision.
Lebih jauh lihat Joko Widodo, Good Governance, Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001) hlm. 1-2, sementara menurut
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~Ibid. : :
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. dan kejujuran.
‘Lihat Shidarta, Mor,htar Kusumaarmadja a‘an Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi, Qakarta:
- ‘Epistema Institute; 2012), hlm.19.

Harifin Tumpa “Perekmtan Hakim Agung”, Opini Kompas, Jumat 7 Februari 2014, him. 6.
1bid.

‘Bandingkan dengan Muh. Itham F. Putuhena, Melepas Sandera Politik Calon Hakim Agung, diakses dari

http://www gechtsvinding bphn.go.id/ view/view_online.php?id=4 pada 25 Februari 2014.
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